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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

 

A. Dasar Hukum 

 Didalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Pegawai diperlukan 

Norma, Standar, dan Prosedur sebagai petunjuk untuk menjamin kelancaran 

dan keseragaman yang berorientasi pada obyektifitas rekrutmen PNS di 

lingkungan organisasi/instansi. Adapun ketentuan dasar hukum dalam 

Rekrutmen PNS adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2003; 
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7. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Analisis Jabatan; 

8. Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013; 

10. PermenPan No. 110 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan 

Pelamar Umum Tahun 2013; 

11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang nilai ambang batas tes 

kompetensi dasar seleksi calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum 

tahun 2013.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Doyo Hadi Widodo, Heri Susilowati. Modul Diklat Analis Kepegawaian. Pusat pembinaan 

jabatan fungsional kepegawaian badan kepegawaian negara. pusat pembinaan jabatan fungsional 

kepegawaian badan kepegawaian negara. Jakarta, 2014, hlm. 5. 
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B. Konsep Dasar Rekruitmen 
 

1. Pengertian 

 Dalam rangka memiliki guru yang berkualitas sangat tergantung 

pada kualitas proses rekrutmennya. Semakin baik prosesnya, semakin 

besar pula kemungkinan didapatkannya individu-individu yang sangat 

memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. 

Perekrutan diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang 

berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai.
2
 

 Rekruitmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik 

para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatau 

organisasi.
3
 Rekruitmen (Penarikan) adalah proses mendapatkan 

sejumlah calon tenaga kerja yang kualifaid untuk jabatan/pekerjaan 

utama (produk lini dan penunjangnya) di lingkungan suatu 

organisasi/perusahaan.
4
Rekrut bararti anggota baru, merekrut dapat 

diartikan mendaftar calon anggota baru. 
5
 

 Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan 

efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan.
6
 

                                                           
2
Marihot Tua Efendi Hariandja, Menejemen Sumber Daya Manusia(Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 96. 
3
Sondang P. Siagian, Menejemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 

102. 
4
Hadari Nawawi, Menejemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 169. 
5
Hartati Sukirman, Menejemen Tenaga Pendidikan, (Yogyakarta, Gadjah Mada University 

Press, 2000), hlm. 29 . 
6
H. Malayu S.P. Hasibuan, Menejemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 28. 
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 Penarikan adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga 

kerja, agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu 

perusahaan. Rekruitment is the process of searching for prospective 

employees and stimulating them to apply for job in the organizational. 

(Penarikan adalah proses pencarian dan pemikatan para calon pegawai 

yang mampu bekerja di dalam organisasi). Jadi, penarikan adalah usaha 

mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan kerja yang 

ada pada suatu perusahaan.
7
 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan, rekrutmen atau penarikan 

adalah, “kegiatan mencari dan memengaruhi tenaga kerja agar mau 

melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan.” 

mencari disini adalah menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang 

akan ditarik, dan memengaruhi disini adalah menetapkan cara-cara 

penarikannya, seperti melalui iklan media massa atau melalui para 

karyawan yang telah ada.
8
  

 Menurut Henry Simamora yang dikutip oleh Desi Ratnasari 

dalam jurnalnya bahwa rekrutmen (Recruitment) adalah, “serangkaian 

aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, 

                                                           
7
H. Malayu S.P. Hasibuan, Menejemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 40. 
8
Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 174. 
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kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi 

kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian”.
9
  

 Ellyta Yulliyanti menerangkan bahwa rekrutmen adalah, “proses 

mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik 

dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja 

dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan sumber daya manusia”.
10

  

 Menurut T. Hani Handoko, rekrutmen adalah, “proses pencarian 

dan pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk 

melamar sebagai karyawan”.
11

  

 Menurut E. Mulyasa dalam buku Manajemen Sekolah karya Sri 

Minarti bahwa rekrutmen tenaga kependidikan adalah, “suatu upaya 

untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang 

memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon 

terbaik dan tercakap”.
12

  

 Proses rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan 

berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan.
13

 Melalui rekrutmen, 

individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong membuat 

lamaran untuk lowongan kerja yang tersedia di perusahaan atau 

                                                           
9
Desi Ratnasari, Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Perlindungan Masyarakat 

(Linmas) Di Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau, 

eJournal Pemerintahan Integratif, (Vol. 1, No. 1), 2013, hlm. 78. 
10

Ellyta Yulliyanti, Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai, Jurnal 

Ilmu Administrasi dan Organisasi , (Vol. 16, No. 3), 2009, hlm. 132. 
11

T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE, 

2001), hlm. 69. 
12

Sri Minarti, Manajamen Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 133. 
13

Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: ANDI, 2003), 

hlm. 105. 
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organisasi. Hasil dari rekrutmen adalah sekumpulan pencari kerja dimana 

para calon karyawan baru akan diseleksi.
14

  

 Agar tenaga kerja yang akan diterima bekerja itu sesuai dengan 

keinginan organisasi, harus ditentukan standar tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Penentuan standar ini meliputi, desain pekerjaan serta tugas 

dan kewajiban pekerjaan untuk menentukan kemampuan kerja yang 

diperlukan.
15

  

 Jadi, rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, 

mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun dari 

luar lembaga pendidikan sebanyak mungkin dengan motivasi, 

kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk kemudian 

dipilih calon terbaik dan tercakap untuk mengisi lowongan kerja yang 

ada. 

2. Prinsip Rekrutmen  

 Dalam proses rekrutmen perusahaan harus melaksanakan 

prinsip-prinsip rekrutmen, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan 

menjadi terarah. Prinsip-prinsip rekrutmen adalah sebagai berikut: 

a.  Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu 

sebelumnya perlu dibuat: 

1)  Analisis pekerjaan adalah sebuah proses penyelidikan yang 

sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi 

                                                           
14

T. Hani Handoko, Op.Cit. hlm. 69. 
15

Fatah Syukur, Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan, (Semarang: PT. Pustaka 

Rizki Putra, 2012), hlm. 68. 
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pekerjaan dan pekerjanya. Proses ini meliputi pemberian 

informasi posisi/jabatan dalam perusahaan yang kosong. 

2)  Deskripsi pekerjaan adalah proses menghimpun dan mengolah 

informasi mengenai pekerjaan. Informasi yang berkaitan 

diantaranya jabatan yang tersedia dan upah yang akan diberikan 

oleh perusahaan. 

3) Spesifikasi pekerjaan adalah karasteristik atau syarat-syarat 

kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu 

pekerjaan/jabatan. 

b.  Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang 

tersedia untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan: 

1)  Peramalan kebutuhan tenaga kerja. 

2)  Analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja (work force analysis) 

c.  Biaya yang diperlukan diminimkan. 

d.  Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. 

e. Fleksibelity adalah proses pelaksanaan rekrutmen yang berjalan 

sesuai metode dan tidak membosankan. 

f.  Pertimbangan-pertimbangan hukum.
16

 

 

 

 

                                                           
16

Veitzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 161.. 
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 Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

rekruitmen tenaga pendidikan adalah: 

a. Formasi 

b. Mengacu pada analisa jabatan yang telah disusun, agar sesuai dengan 

kualifikasi maupun ketentuan/syarat yang ditentukan. 

c. Obyektif 

d. The right man on the place.
17

 

3. Tujuan Rekrutmen 

 Tujuan rekrutmen adalah kegiatan menarik pegawai baru 

maupun pegawai lama untuk menduduki posisi ataupun jabatan yang 

lowong. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-

pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan 

biaya yang paling sedikit.
18

 Oleh Karen itu, pelamar yang underqualified 

diprediksi akan segera diberhentikan ditengah jalan karena tidak mampu 

bekerja sesuai dengan harapan. Sedangkan yang over qualified 

(kelebihan kualifikasi) justru akan diprediksikan menguindurkan diri 

karena tidak puas dengan pemenuhan yang bias dilakuka oleh perusahaan 

dalam menyaring para pelamar. Yang paling aman adalah mencari 

pelamar yang benar-benar sesuai kualifikasinya. 

 Disamping itu juga tujuan umum rekrutmen dimaksud 

menyediakan karyawan yang memenuhi syatat-syarat bagi segala 

                                                           
17

Hartati Sukirman, Menejemen Tenaga Pendidikan, (Yogyakarta, Gadjah Mada University 

Press, 2000), hlm. 31. 
18

Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 2. Yogyakarta: STIE YKPN, 

2006, hlm. 173. 
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kebutuhan organisasi
19

. Adapun tujuan yang lebih spesifiknya antara lain 

adalah: 

a. Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai-nilai organisasi. 

b. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen organisasi di masa 

sekarang dan masa datang berkaitan dengan perubahan besar dalam 

suatu organisasi harus melaksanakan perencanaan SDM, pekerjaan 

design, dan analisa jabatan. 

c. Untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat 

seefisien mungkin. 

d. Untuk mendukung inisiatif organisasi dalam mengelola tenaga kerja 

yang beragam. 

e. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan 

mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat 

atau yang terlalu tinggi kualifikasinya. 

f. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan 

yang belum lama bekerja. 

g. Untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi 

dan pelatihan. 

h. Untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi 

rekrutmen bagi semua pelamar kerja. 

                                                           
19

Sulistiyani, Ambar Teguh. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Gava Medika: 

Yogyakarta, 2004. Hlm. 145. 
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i. Untuk  memenuhi  tanggungjawab  organisasi  terhadap  program-

program tindakan afirmatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain 

menurut komposisi tenaga kerja.
20

 

  Rekrutmen bukan hanya sekedar upaya pengisian formasi yang 

kosong dengan tenaga kerja yang minim kualifikasi. Rekrutmen dibebani 

tanggungjawab untuk mensentralisasi sember daya dari segala praktek 

Korupsi, Kolusi, dan Nepoteisme (KKN) baik pada proses penarikan 

maupun setelah lolos seleksi. Di lingkungan baru birokrasi pemerintahan 

dengan tuntutan pemerintahan yang bersih (good governance), rekrutmen 

pegawai diharapkan mampu menarik pegawai dengan memenuhi 

kualifikasi minimal yang dibutuhkan. Pegawai juga dituntut punya 

tanggungjawab, komitmen terhadap tugas-tugasnya, jujur, transparan, 

akuntabel, dan mampu berperan aktif dalam setiap menjalankan tugas-

tugasnya. 

  Dengan konsekuensi dan ciri seperti ini, maka aparatur 

pemerintah akan lebih dinamis dan efektif. Harapan ini akan menjadi 

realita nyata apabila proses rekrutmen dapat dilakukan secara 

profesional, bersih, jujur, adil, transparan, dan menerapkan standar 

rekrutmen secara jelas. Hakikatnya tujuan rekrutmen pegawai ini 

dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebutuhan tenaga kerja bagi 

organisasi tetap terpenuhi secara konstan dalam jumlah dan kualitas yang 

memadahi. Hal ini baik yang terjadi pada lingkungan organisasi 

                                                           
20

Sulistiyani, Ambar Teguh. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Gava Medika: 

Yogyakarta, 2004, hlm. 145. 
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pemerintahan maupun dalam organisasi diluar pemerintahan atau 

swasta/perusahaan. 

  Menurut Sondang P Siagian bahwa maksud dan tujuan 

rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin 

calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan 

yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang 

dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Manfaatnya juga 

dapat untuk meningkatkan karier bagi pegawai lama, dan bagi pegawai 

baru merupakan kesempatan guna mendapatkan pekerjaan serta bisa 

menyumbangkan kretivitas tenaga, pikiran/ide, dan keterampilan. Diluar 

kontek pegawai dalam organisasi tentunya juga sangat bermanfaat bagi 

para pelamar/ calon pegawai untuk mendapatkan kesempatan mengikuti 

psroses seleksi guna mengisi kekurangan pegawai pada suatu 

organisasi.
21

 Sebagaimana telah disinggung dalam materi belajar 

sebelumnya, bahwa ada tujuan rekrutmen yang sangat spesifik 

diantaranya: 

a. Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai-nilai organisasi. 

b. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen organisasi di masa 

sekarang dan masa datang berkaitan dengan perubahan besar dalam 

suatu organisasi harus melaksanakan perencanaan SDM, pekerjaan 

design, dan analisa jabatan. 

                                                           
21

Suharyanto, Hadryanus dan Agus Heruanto Hadna.  Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Media Wacana: Yokyakarta, 2005, hlm. 77. 
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c. Untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat 

seefisien mungkin. 

d. Untuk mendukung inisiatif organisasi dalam mengelola tenaga kerja 

yang beragam. 

e. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan 

mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat 

atau yang terlalu tinggi kualifikasinya. 

f. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan 

yang belum lama bekerja. 

g. Untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan pro-gram seleksi 

dan pelatihan. 

h. Untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi 

rekrutmen bagi semua pelamar kerja. 

i. Untuk memenuhi tanggungjawab organisasi terhadap program-

program tindakan afirmatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain 

menurut komposisi tenaga kerja.
22

 

  Sedangkan tujuan rekrutmen pegawai menurut Cardoso adalah 

diantaranya: 

a. Berdirinya organisasi baru; 

b. Adanya perluasan kegiatan organisasi; 

c. Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru; 

d. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain; 

                                                           
22

Suharyanto, Hadryanus dan Agus Heruanto Hadna. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Media Wacana: Yokyakarta, 2005, hlm. 77. 
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e. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat ataupun tidak 

dengan hormat sebagai tindakan positif; 

f. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki masa pensiun; 

g. Adanya pekerja yang meninggal dunia.
23

 

  Dari beberapa hal tersebut dapat difahami bahwa rekrutmen 

dilakukan khususnya dalam lingkungan birokrasi diantaranya ada 

perluasan kantor maupun dinas seperti yang sekarang ini banyak 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya program otonomi 

daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dampak dari otonomi 

daerah telah membawa konsekuensi terciptanya daerah otonom baru 

seperti, provinsi baru, kota baru, kabupaten baru. Dengan terciptanya 

daerah-daerah otonom baru ini secara otomatis tercipta struktur 

pemerintahan yang baru, yang logikanya pasti dibutuhkan pegawai-

pegawai baru untuk memimpin, menjalankan, dan memenuhi kebutuhan 

pegawai pada organisasi tersebut. 

4. Tahapan Rekrutmen 

 Menurut Dubois & Rothwell, bahwa rekrutmen tradisional 

dilaksanakan menggunakan empat tahapan, yaitu: 

a. Mengklasifikasi posisi yang perlu dipenuhi; 

b. Meninjau dan mengupdate deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk 

posisi tersebut; 

c. Mengindentifikasi sumber tenaga kerja; 

                                                           
23

Sulistiyani, Ambar Teguh. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Gava Medika: 

Yogyakarta, 2004, hlm. 145. 
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d. Memilih cara yang paling efektif dalam berkomunikasi dan menarik 

pelamar.
24

 

5. Ruang Lingkup Rekrutmen 

 Ruang lingkup kegiatan rekruitmen meliputi: 

a. Pengumuman tentang penerimaan calon pegawai tenaga 

pengajar/tenaga pendidikan. 

b. Pendaftaran calon pegawai tenaga edukatif/pendidikan. 

c. Melaksanakan ujian saringan. 

d. Mengumumkan hasil ujian saringan. 

e. Memproses pengusulan untuk diangkat sebagai calon pegawai 

tenaga pendidikan. 

f. Mengatur penempatan sesuai dengan surat keputusan.
25

 

6. Faktor yang Mempengaruhi Rekruitmen 

 Sebelum penarikan tenaga kerja dilakukan oleh suatu organisasi, 

maka ada dua faktor yang harus mandapat perhatian organisasi agar 

penarikan tenaga kerja tersebut dapat direncanakan dan dilaksanakan 

dengan baik. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor intern organisasi 

1) Kebijakan promosi 

2) Kebijakan tentang kompensasi 

3) Kebijakan tentang status pegawai 

                                                           
24

Mardianto, Adi. Recruitmen Handbook- Panduan praktis untuk melakukan rekrutmen & 

seleksi. Insight Solusi Mandiri: Sukoharjo, 2009, hlm. 214. 
25

Hartati Sukirman, Menejemen Tenaga Pendidikan, (Yogyakarta, Gadjah Mada University 

Press, 2000), hlm. 32. 
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4) Rencana sumber daya manusia 

b. Faktor ekstern organisasi 

1) Faktor-faktor lapangan kerja dan angkatan kerja yang tersedia di 

masyarakat. 

2) UU kerja yang dibuat pemerintah. 

3) Situasi dan kondisi perusahaan yang sejenis. 

4) Situasi dan kondisi tenaga kerja yang tersedia.
26

 

7. Pentingnya Rekrutmen  

 Menurut Baiq Setiani, tujuan utama dari proses rekrutmen dan 

seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan 

tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan 

dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Meskipun 

tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat 

kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan 

sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan 

orang yang tepat. 

 Kesalahan dalam memilih orang untuk menempati suatu jabatan 

sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau organisasi. Hal tersebut 

bukan saja karena proses rekrutmen dan seleksi itu sendiri telah menyita 

waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah 

untuk suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan 
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Marihot Manullang, Menejemen Personalia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2006), hlm. 35-37. 
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dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang 

di sekitamya.
27

  

 Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-

pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai berbagai 

informasi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Sedangkan 

perusahaan atau organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat 

tentang pelamar-pelamar tersebut sebelum diangkat menjadi karyawan.
28

 

Proses rekrutmen penting karena kualitas sumber daya manusia 

organisasi tergantung pada kualitas rekrutmennya.
29

  

 Menurut Sri Minarti, rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) 

berfungsi untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga atau sumber daya 

manusia yang tepat, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh 

unit-unit kerja yang bersangkutan. Penentuan sumber daya manusia yang 

akan dipilih harus benar-benar yang diperlukan, bukan karena ada tenaga 

yang tersedia.
30

 Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan untuk 

mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan/pegawai 

yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon 

yang terbaik dan tercakap melalui seleksi dengan tes lisan maupun 

tulisan ataupun dengan interview (wawancara).
31
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 Bagi lembaga pendidikan, rekrutmen menjadi salah satu 

kegiatan yang sangat penting dalam manajemen SDM sebab sebagai awal 

dari kegiatan yang dilakukan organisasi sekolah untuk mendapatkan 

pegawai yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong. Hal ini menjadi 

sangat penting khususnya ketika supply SDM terbatas, dimana hanya 

sedikit jumlah pegawai yang tersedia, sedangkan banyak lembaga 

pendidikan seperti sekolah atau sekolah lain yang membutuhkan tenaga 

kerja tersebut, sehingga lembaga-lembaga tersebut dengan sendirinya 

bersaing untuk menarik calon pegawai yang terbaik dari calon yang ada 

(persaingan).
32

 

 Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rekrutmen 

bagi organisasi ataupun lembaga pendidikan sangat penting mengingat 

kualitas sumber daya manusia organisasi tergantung pada kualitas 

rekrutmennya. Dengan adanya rekrutmen, akan diperoleh calon tenaga 

kependidikan/ pegawai sebanyak mungkin sehingga akan mempermudah 

proses seleksi. Semakin banyak pelamar yang mendaftar, maka akan 

semakin mudah pula untuk mendapatkan pegawai/karyawan yang 

memenuhi syarat dan cocok untuk mengisi sebuah jabatan tertentu. 
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8. Cara Rekrutmen 

 Perekrutan (recruitment) membantu memperbanyak kumpulan 

kandidat yang akan dipilih untuk suatu jabatan. Perekrutan dapat 

dilakukan melalui berbagai sumber baik secara internal maupun eksternal 

dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing. 

a. Perekrutan Internal 

 Sumber perekrutan internal adalah orang-orang yang sudah 

menjadi pegawai di sekolah, dan yang sudah menduduki jabatan 

tertentu yang mungkin dapat dipindahkan (mutasi atau transfer), baik 

secara vertikal (promosi-demosi) maupun horizontal (rotasi).
33

  

Metode rekrutmen internal meliputi: 

1)  Metode tertutup, yaitu calon internal diperoleh dengan cara 

pemimpin memberikan atau menominasikan beberapa orang 

sebagai calon untuk dipindahkan. Pemindahan dilaksanakan 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian prestasi kerja dan 

kondisi pegawai yang ada.
34

  

2) Metode terbuka, yaitu melalui job posting, yaitu organisasi 

sekolah mengumumkan jabatan yang kosong pada papan 

pengumuman, pengumuman lisan, atau media lain sehingga 

memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk 

mengajukan lamaran secara formal.
35

  Dalam job posting-system 
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Karyawan akan mengisi formulir permintaan yang menunjukkan 

minatnya pada jabatan yang diumumkan. Uraian jabatan yang 

diumumkan mencantumkan tugas-tugas dan keahlian serta 

pengalaman minimum yang diminta.
36

  

b. Perekrutan Esternal 

 Perekrutan eksternal adalah upaya untuk mengisi lowongan 

jabatan dengan menarik orang-orang dari luar perusahaan atau 

organisasi untuk menjadi calon.
37

 Diantara sumber-sumber 

perekrutan eksternal menurut Wayne F. Cascio dan Herman Aguinis 

antara lain: 

1)  Pemasangan iklan, seperti koran, internet, televisi, radio, jurnal 

teknik dan profesional, dan iklan luar sejenis 

2)  Agen tenaga kerja, seperti agen pemerintah, agen swasta, firma 

pencari eksekutif, firma konsultasi manajemen 

3)   Institusi pendidikan, seperti sekolah kejuruan, perguruan tinggi 

dan universitas, kantor penempatan alumni 

4) Organisasi profesional, seperti rapat masyarakat teknis dan 

konvensi (regional dan nasional) dan jasa penempatan 

masyarakat 

5)   Serikat buruh 

6)   Job fairs/ Career fairs 

7)   Walk in (yaitu pelamar mendatangi perusahaan untuk melamar) 
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8)   Write in (yaitu melalui pengiriman surat lamaran) 

9)   Rekomendasi pegawai.
38

  

  Meskipun rekrutmen secara online sudah populer dan 

memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi secara cepat dan 

murah, kualitas pelamar mungkin tidak sebagus seperti yang 

ditemukan dengan menggunakan rekrutmen lainnya.
39

 Beberapa 

sumber pelamar eksternal yang paling sering dipergunakan adalah 

pengumuman lowongan pekerjaan di internet, iklan surat kabar, 

referensi karyawan, dan perekrutan di perguruan tinggi. Survei 

menunjukkan bahwa rekomendasi dari mulut ke mulut merupakan 

cara kebanyakan posisi jabatan diisi. Sedangkan keunggulan 

perekrutan kampus diantaranya adalah kumpulan besar orang yang 

dapat diambil, pelamar dengan pelatihan yang terkini, dan sumber 

ide-ide yang inovatif.
40

 

 Setelah mengetahui sumber-sumber rekrutmen, maka langkah-

langkah dalam merekrut tenaga kerja untuk sekolah antara lain sebagai 

berikut: 

a. Penentuan jabatan yang kosong 

 Rekrutmen dilakukan apabila ada jabatan kosong 

berdasarkan analisis jabatan yang kosong dan harus diisi oleh 

pegawai baru. Kekosongan bisa terjadi akibat adanya pegawai yang 
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mengundurkan diri, pensiun,  mutasi, meninggal, dan akibat adanya 

pengembangan yang dilakukan madrasah/sekolah yang sebelumnya 

sudah ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia.
41

 

 Sebelum merencanakan perekrutan pegawai atau tenaga 

kependidikan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah 

inventarisasi ketenagaan. Inventarisasi tenaga kependidikan adalah 

suatu usaha pokok dalam bidang tenaga kependidikan untuk 

memperoleh gambaran menyeluruh kekuatan/jumlah guru dalam 

jangka waktu tertentu dengan jalan mengadakan pencatatan dan 

pendaftaran potensi tenaga kependidikan secara tertentu dan 

terukur.
42

 

b. Penentuan persyaratan jabatan 

 Persyaratan jabatan merupakan kriteria atau ciri-ciri yang 

dapat meliputi keahlian, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman 

yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan harus 

ditentukan sebab hal itu akan membantu mengidentifikasi calon 

pegawai yang dibutuhkan dan dimana mereka akan ditempatkan.
43

 

Ini dapat diketahui melalui CV (curriculum vitae) dan dokumen 

pendukung yang dibawa oleh pelamar dan juga blangko lamaran 

pekerjaan (job application blank) yang dibuat oleh departemen 

personalia. 
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 Kebijaksanaan dalam bidang perekrutan personalia 

kependidikan dasar-dasarnya sebagian besar terdapat dalam 

peraturan perundangan maupun pokok-pokok kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang ketenagaan.
44

 

Contohnya rencana pengadaan guru melalui program sarjana atau 

program diploma empat atau rencana pengadaan dosen melalui 

program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang 

keahlian yaitu lulusan magister untuk program diploma dan sarjana, 

dan juga lulusan doktor untuk program pascasarjana.
45

  

c. Penentuan sumber daya dan metode rekrutmen 

 Langkah terakhir adalah menentukan sumber dan metode 

rekrutmen yang paling efektif dan efisien.
46

 Secara teknis-pragmatis, 

sumber-sumber tenaga kerja kependidikan dapat diperoleh secara 

internal maupun eksternal seperti halnya perekrutan di perusahaan, 

diantaranya melalui teman-teman pegawai instansi, badan-badan 

penempatan kerja, lembaga pendidikan, dan sumber-sumber lain.
47

 

Diantara indikator ukuran keberhasilan rekrutmen dapat dilihat dari: 

1) Banyaknya pelamar yang datang dan melamar 

2) Banyaknya pilihan-pilihan karyawan yang potensial 

3) Banyaknya penempatan karyawan yang berhasil.
48
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C. Konsep Dasar Pendidik 

 Pendidik (guru) adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya 

merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung 

jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang 

orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya 

berkembang dari pekerjaan yang kemudian berkembang makin matang serta 

ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang 

membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak 

profesionalisme. 

 Senada dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
49

 

  Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. 

Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semiprofesional, 

namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru 

hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan 

tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang 

jabatan fungsional guru.
50
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1. Ciri-ciri profesi pendidik 

Berikut ini ciri-ciri profesi guru secara umum, antara lain: 

a.    Pengetahuan Tentang Kurikulum 

  Seorang pendidik yang baik memiliki pengetahuan mendalam 

tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka 

dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi 

standar-standar itu. 

b.    Punya Tujuan Jelas Untuk Pelajaran 

  Seorang pendidik yang baik menetapkan tujuan yang jelas 

untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu 

dalam setiap kelas. 

c.    Pengetahuan Tentang Subyek Yang Diajarkan 

  Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. 

Seorang pendidik yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa 

dan antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. Mereka siap 

untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi 

para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi 

pembelajaran yang kolaboratif. 

d.    Punya Keterampilan Manajemen Kelas Yang Baik 

  Seorang pendidik yang baik memiliki keterampilan 

manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa 

yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, 
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membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen 

didalam kelas. 

e.    Punya Hubungan Yang Berkualitas Dengan Siswa 

  Seorang pendidik yang baik mengembangkan hubungan yang 

kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun 

hubungan yang dapat dipercaya. 

f.     Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Dengan Orang Tua 

  Seorang pendidik yang baik menjaga komunikasi terbuka 

dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi 

tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, 

disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu 

bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email dan lain 

sebagainya. 

g.    Memiliki Nilai Dan Etika 

  Pendidik harus memiliki nilai dan etika yang berfungsi dalam 

melaksanakan tugas secara nasional maupun secara lokal.
51

 

2. Syarat-syarat menjadi pendidik yang profesional 

  Dalam  Undang-Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Bab IV pasal 8 tersebut disebutkan  ada  5  syarat  bagi seorang 

guru (pendidik), yaitu : 
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a. Memiliki Kualifikasi Akademik
52

 

  Kualifikasi akademik adalah  tingkat pendidikan minimal 

yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau pendidik yang 

dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
53

 Dengan kata 

lain Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan 

jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 

Ijazah yang harus dimiliki guru adalah Ijazah jenjang Sarjana S1 

atau Diploma IV yang sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan 

pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan 

standar nasional pendidikan. 

b. Memiliki Kompetensi 

  Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Kompetensi guru menurut Undang-undang RI No 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa 

kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, 

professional, dan sosial.
54
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c. Memiliki Sertifikat Pendidik
55

 

  Sertifikat Pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh 

perguruan tinggi penyelenggara serifikasi sebagai bukti formal 

pengakuan guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga 

professional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi standar profesi guru melalui proses sertifikasi.
56

 Guru 

yang telah mendapat  sertifikat pendidik berarti telah mempunyai 

kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan di dalam sertifikasi 

tersebut. 

d. Sehat Jasmani dan Rohani
57

 

  Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah 

kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental 

tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.
58

 

e. Memiliki Kemampuan untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan 

Nasional
59

 

  Guru harus punya kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-

undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Bab II pasal 3:  “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusiayang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
60

 

 Menjadi profesional adalah meramu kualitas dengan intergiritas, 

menjadi pendidik pforesional adalah keniscayaan. Namun demikian, 

profesi pendidik juga sangat lekat dengan peran yang psikologis, 

humannis bahkan identik dengan citra kemanusiaan. Karena ibarat 

sebuah laboratorium, seorang pendidik seperti ilmuwan yang sedang 

bereksperimen terhadap nasib anak manusia dan juga suatu bangsa. 

Syarat-syarat untuk menjadi pendidik profesional: 

a.  Menurut Moh. Ali, suatu pekerjaan yang dikategorikan profesional 

harus memenuhi serta memerlukan persyaratan khusus, yaitu: 

1) Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori 

ilmu pengetahuan yang mendalam; 

2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan bidang profesinya; 

3) Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; 
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4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 

pekerjaan yang dilaksanakannaya; 

5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika 

kehidupan.
61

 

b.    Selain persyaratan di atas, Usman menambahkan, yaitu: 

1) Memilki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya; 

2) Memilki klien (objek) layanan yang tetap, seperti dokter dengan 

pasiennya, guru dengan muridnya; 

3) Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

dalam masyarakat.
62

 

b. Menurut Sidi, seorang guru profesional dituntut dengan 

sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki 

kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memilki 

kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang 

ditekuninya, memiliki kemapuan berkomunikasi dengan 

peserta didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, 

mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap 

profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri 

secara terus-menerus (continuous improvement) melalui 
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organisasi profesi, internet, buku, seminar dan 

semacamnya.
63

 

3. Keterampilan dasar pendidik dalam proses pembelajaran 

  Keberhasilan mengajar selain ditentukan oleh faktor kemampuan, 

motivasi dan keaktifan peserta didik dalam belajar serta kelengkapan 

fasilitas atau lingkungan belajar, juga akan tergantung pada kemampuan 

pendidik dalam mengembangkan berbagai keterampilan mengajar.
64

 

Keterampilan-keterampilan ini sudah sepantasnya dikuasai pendidik. 

  Pendidik merupakan suatu tenaga professional yang berada 

dilingkungan kependidikan. Hal ini menuntut pendidik memiliki suatu 

kompetensi yang harus dikuasi oleh pendidik. Disamping itu pendidik 

juga harus menguasai suatu keterampilan dasar dalam mengajar, karena 

seorang pendidik yang professional setidaknya harus memiliki dua modal 

dasar dalam mengelola kegiatan interaksi belajar mengajar, yaitu: 

kemampuan mendisain program dan keterampilan mengkomunikasikan 

program itu kepada anak didik.
65

 

  Keterampilan dasar mengajar (teaching skill) adalah kemampuan 

atau keterampilan yang khusus (most spesifis instructional behaviours) 

yang harus dimiliki oleh pendidik, dosen, atau instruktur agar dapat 

melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien dan professional. 

Dengan demikan keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan 
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beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan 

melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap pendidik dalam 

melakasanakan tugasnya. 

a. Keterampilan Membuka Dan Menutup Pelajaran 

 Yang dimaksud dengan membuka pelajaran (set induction) 

ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondusi bagi siswa 

agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang 

positif terhadap kegiatan belajar. Adapun tujuan membuka pelajaran 

antara lain, yaitu : 

1)    Menarik perhatian siswa; 

2)    Menumbuhkan motivasi belajar siswa; 

3)   Memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan.
66

 

 Sedangkan menutup pelajaran (closure) ialah kegiatan yang 

dilakukan oleh pendidik untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan 

belajar mengajar. Tujuan kegiatan menutup pelajaran yaitu untuk 

memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar 

yang telah dikuasainya.
67

 Kegiatan-kegiatan dalam menutup 

pelajaran misalnya: merangkum atau membuat garis besar 

permasalahan yang dibahas, memberikan tindak lanjut, dan lain-lain. 
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b. Keterampilan Memberi Penguatan 

 Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, baik 

bersifat verbal maupun non verbal, yang merupakan bagian dari 

modifikasi tingkah laku pendidik terhadap tingkah laku siswa, 

bertujuan memberikan informasi atau umpan balik (feed back) bagi 

si penerima (siswa), atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau 

koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap tingkah laku 

yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali 

tingkah laku tersebut. 68 

 Teknik pemberian penguatan dalam KBM yang bersifat 

verbal dapat dinyatakan melalui pujian, penghargaan atau pun 

persetujuan, sedangkan penguatan non verbal dapat dinyatakan 

melalui gesture, mimic muka (ekspresi), penguatan dengan cara 

mendekati, penguatan dengan sentuhan (contact), penguatan dengan 

kegiatan yang menyenangkan, dan sebagainya.
69

 

 Pemberian penguatan dalam proses belajar mengajar 

mempunyai beberapa tujuan dan manfaat apabila dapat dilakukan 

dengan tepat antara lain: 

1)  Dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap 

materi 

2)   Dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif 

3)   Dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri 
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4)   Dapat meningkatkan cara belajar siswa aktif 

5) Dapat mendorong siswa untukeningkatkan belajarnya secara 

mandiri.
70

 

c. Keterampilan Variasi Mengajar 

 Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan 

sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam 

konteks ini, variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan pendidik 

yang disengaja ataupun secara spontan untuk meningkatkan dan 

mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk 

itu pendidik perlu melakukan berbagai variasi sehingga perhatian 

siswa tetap terpusat pada pelajaran. 

 Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan 

sebagai proses perubahan dalam pengajaran, yang dapat di 

kelompokkan ke dalam tiga kelompok atau komponen, yaitu : 

1)   Variasi dalam pola interaksi pembelajaran 

2)   Variasi penggunaan media atau alat bantu pembelajaran 

3)   Variasi penggunaan metode serta gaya mengajar. 

  Keterampilan variasi yang tepat dalam proses belajar 

mengajar akan dapat memberi manfaat bagi siswa antara lain:  

1)  Dapat menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa terhadap 

materi yang diberikan kepadanya.  
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2) Dapat memberi motivasi kepada siswa untuk memusatkan 

perhatiannya pada proses belajar mengajar. 

3)   Dapat menghindari kebosanan siswa dalam belajar 

4) Dapat mendorong anak untuk mengadakan diskusi dengan 

temannya.
71

 

d. Keterampilan Menjelaskan 

  Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara 

lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan 

adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Komponen-

komponen ketrrampilan menjelaskan terbagi dua, yaitu: 

Merencanakan, hal ini mencakup penganalisaan masalah secara 

keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada diantara unsur-

unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus yang sesuai 

dengan hubungan yang telah ditentukan. Dan penyajian suatu 

penjelasan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan 

penggunaan balikan.
72

 

  Pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat 

penting dalam kegiatan seorang pendidik. Interaksi di dalam kelas 

cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan baik oleh tenaga 

pendidik sendiri, oleh tenaga pendidik dan peserta didik, maupun 
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antar peserta didik. Adapun terdapat komponen-komponen 

keterampilan dasar mengajar menjelaskan adalah sebagai berikut: 

1)   Komponen merencanakan 

2)   Penyajian suatu penjelasan 

3)   Pemberian tekanan 

4)   Penggunaan balikkan
73

 

e. Keterampilan Bertanya 

  Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari 

seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa 

pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil 

pertimbangan.
74

 Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang 

mendorong kemampuan berpikir. 

  Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan 

penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap 

siswa. Keterampilan bertanya ini mutlak harus dikuasai oleh 

pendidik baik itu guru pemula maupun yang sudah profesional 

karena dengan mengajukan pertanyaan baik guru maupun siswa akan 

mendapatkan umpan balik dari materi serta juga dapat menggugah 

perhatian siswa atau peserta didik.  Komponen-komponen dan 
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prinsip-prinsip dalam ketrampilan bertanya: bertanya dasar dan 

bertanya lanjut, teknik bertanya, jenis pertanyaan.
75

 

  Melalui keterampilan bertanya pendidik mampu mendeteksi 

hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat 

memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. 

Dengan demikian, pendidik dapat mengembangkan pengelolaan 

kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. 

Selanjutnya dengan kemampuan mendengarkan guna dapat menarik 

simpati dan empati di kalangan siswa sehingga kepercayaan siswa 

terhadap pendidik meningkat yang pada akhirnya kualitas proses 

pembelajaran dapat lebih di tingkatkan. 

  Pertanyaan yang baik di bagi manjadi dua jenis, yaitu 

pertanyaan menurut maksudnya dan pertanyaan menurut taksonomo 

Bloom. Pertanyaan menurut maksudnya terdiri dari : Pertanyaan 

permintaan (compliance question), pertanyaan retoris (rhetorical 

question), pertanyaan mengarahkan atau menuntun (prompting 

question) dan pertanyaan menggali (probing question). Sedangkan 

pertanyaan menurut taksonomi Bloom, yaitu: pertanyaan 

pengetahuan (recall question atau knowlagde question), pemahaman 

(conprehention question), pertanyaan penerapan (application 
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question), pertanyaan sintetis (synthesis question) dan pertanyaan 

evaluasi (evaluation question).
76

 

  Untuk lebih memudahkan pendidik dalam menggunakan 

keterampilan bertanya hendaknya seorang pendidik mengetahui 

kegunaan dari penggunaan keterampilan bertanya. Adapun kegunaan 

dari penggunaan keterampilan bertanya adalah : 

1)  Akan dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap pokok bahasa yang akan dibahas. 

2)    Dapat memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan 

3)    Dapat mengembangkan keaktifan dan berfikir siswa 

4)  Dapat mendorong siswa untuk dapat menggunakan pandangan-

pandangan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas 

5) Sebagai umpan balik bagi pendidik untukmengetahui 

sejauhmana prestasi belajar siswa selama proses belajar 

mengajar 

6)  Dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, 

mengorganisir dan memberi informasi yang pernah didapat 

sebelumnya.
77

 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi 

  Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang 

melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang 
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informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan 

kesimpulan, atau pemecahan masalah.
78

 Diskusi kelompok 

merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu 

konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang 

memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta 

berlatih bersikap positif. Dengan demikian diskusi kelompok dapat 

meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan 

berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. 

g. Keterampilan Mengelola Kelas 

  Pengelolaan kelas adalah keterampilan pendidik untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar.
79

 Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas 

maka perlu diperhatikan komponen ketrampilan yang berhubungan 

dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal 

(bersifat prefentif) berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan bersifat 

represif keterampilan yang berkaitan dengan respons pendidik 

terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar 

pendidik dapat mengadakan tindakan remedial untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 
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  Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan 

menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan 

belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan 

khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa 

untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
80

 Pengelolaan kelas tidak 

hanya berwujud pengaturan ruangan dan tempat duduk,akan tetapi 

juga dalam bentuk interaksi yang baik dengan siswa, dan penciptaan 

hubungan guru dan siswa, dan hubungan antara siswa yang baik. 

Perwujudan pengelolaan kelas yang baik adalah terciptanya kondisi 

yang optimal untuk proses belajar-mengajar yang efektif. 

  Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas maka 

perlu diperhatikan komponen-komponen  keterampilan mengelola 

kelas, antara lain: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif).. 

Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal seperti keterampilan 

menunjukkan sikap tanggap, member perhatian, memusatkan 
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perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur dan member penguatan. 

2)  Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi 

belajar yang optimal. Keterampilan ini  berkaitan dengan 

respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan 

dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila 

terdapat siswa yang menimbulkan gangguan yang berulang-

ulang walaupun guru telah menggunakan tingkah laku dan 

respon yang sesuai, guru dapat meminta bantuan kepada kepala 

sekolah, konselor sekolah, atau orang tua siswa.
81

 

h. Ketermapilan Menggunakan Media 

 Media adalah kata jamak dari medium, yang artinya 

perantara. Dalam proses komunikasi media merupakan satu dari 

empat komponen yang harus ada. Komponen yang lain, yaitu; 

sumber informasi,  informasi dan penerima informasi. Media 

pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas 

dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran.
82

 

 Ada beberapa tujuan penggunaan media pembelajaran, 

diantaranya: 

                                                           
81

Syamsul Hadi, Op.Cit, hlm. 68-69. 
82

Ramayulis, Op.Cit, hlm. 180. 



 
 

55 
 

1)  Agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat 

berjalan dengan   tepat guna dan berdaya guna. 

2)   Untuk mempermudah bagi guru/pendidik daiam menyampaikan 

informasi materi kepada anak didik. 

3)  Untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau 

menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh 

guru/pendidik. 

4)   Untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui 

lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang 

disampaikan oleh guru/pendidik. 

5)   Untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antara 

anak didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau 

pesan yang disampaikan oleh guru/pendidik.
83

 

   Beberapa prinsip dalam penggunaan media belajar yang 

perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, artinya bahan 

pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi 

sangat memerlukan bantuan media agar lebih musdah dipahami 

siswa. 
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3)   Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan 

mudah untuk memperolehnya, setiddak-tidaknya dapat dibuat 

oleh pendidik pada saat mengajar atau mungkin sudah tersedia 

di sekolah. 

4)  Ketrampilan pendidik dalam menggunakan media, apapun jenis 

media yang diperlukan syarat utama adalah pendidik harus dapat 

menggunakannya dalamm proses pembelajaran. 

5)  Tersedianya waktu untuk menggunakannya, sehingga media 

tersebut dapat bermmanfaat bagi siswa pada saat pelajaran 

berlangsung. 

6)  Sesuai dengan taraf berfikir siswa sehingga makna yang 

terkandung didalamnya dapat dipahami oleh siswa.
84

 

D. Konsep Dasar Tenaga Kependidikan 

1. Pengertian tenaga kependidikan 

 Dalam masyarakat, tenaga kependidikan masih dianggap 

mempunyai dua arti yaitu pendidik yang ada dalam masyarakat (informal) 

seperti guru mengaji, ustad maupun orang tertua atau disegani dalam 

masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan formal yaitu 

pendidik yang ada dalam sekolah-sekolah. Namun peran pendidik disini 

tidak hanya di sekolah saja tetapi juga di lingkungan masyarakatnya 

sehari-hari.  
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 Tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil (tenaga 

lembaga pendidikan). Lembaga pendidikan merupakan organisasi 

pelaksana pendidikan dan pengelola penyelenggara pendidikan. Tenaga 

pendidikan termasuk personil yang ada di dalam lembaga pendidikan, 

tetapi tidak semua personil yang ada di dalam lembaga pendidikan dapat 

disebut tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga 

(personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi 

pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan 

ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan 

(mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan.
85

 

 Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 khususnya Bab I Pasal 1 

ayat (5) menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan.
86

 Dimana tenaga kependidikan tersebut 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-uandang yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan 

dan digaji pula menurut aturan yang berlaku. 

2. Jenis-jenis tenaga kependidikan 

 Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang 

terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya 

mencakup pendidik saja melainkan keseluruhan yang berpartisipasi 
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dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Tenaga struktural 

 Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-

jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik 

langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. 

b. Tenaga fungsional 

 Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan 

fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya 

mengandalkan keahlian akademis kependidikan. 

c. Tenaga teknis kependidikan 

 Merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan 

pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis 

administratif.
87

 

 Sedangkan menurut Hartati Sukirman, tenaga kependidikan 

dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Tenaga pendidik 

  Tenaga pendidik adalah personil di lembaga pelaksanaan 

pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan 

(proses) pendidikan, mikro ataupun makro. Adanya tenaga pendidik 

selain mengajar secara teori juga diharapkan dapat membimbing anak 

didiknya. 

                                                           
87

Sutopo, Hendyat. Manajemen Dan Organisasi Sekolah. Malang:IKIP Malang, 1999. 



 
 

59 
 

b. Pengajar 

  Pengajar adalah personil yang secara legal profesional 

bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan. Pengajar tidak hanya 

dikonotasikan sebagai pemberi materi pelajaran saja, melainkan utuh 

sebagai pendidik, hanya saja pendidikannya dilakukan melalui materi 

pelajaran tertentu. 

c. Pembimbing 

  Pembimbing adalah personil yang bertugas melaksanakan 

kegiatan pendidikan yang khas, yaitu tertuju pada orang-orang yang 

bermasalah secara psikologis-rohaniah atau sosial. 

d. Supervisor pendidikan 

  Supervisor pendidikan adalah personil yang bertugas 

melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para pengajar dan 

pembimbing dalam pelaksanaan tugasnya. 

e. Tenaga administrator pendidikan 

  Administrator pendidikaan merupakan personil yang bertugas 

melaksanakan kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. 

Personil yang meiliki wawasan pendidikan yang luas dan 

kemampuan administratorial pengelolaan penyelenggaraan 

pendidikan. Kelompok administrator tersebut meliputi: 

1) Perencana pendidikan profesional 

2) Pengembang kurikulum pendidikan 

3) Peneliti dan pemngembang pendidikan 
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4) Perancang sarana dan media pendidikan 

f. Tenaga teknisi pendidikan 

  Merupakan orang-orang yang bertugas memberikan layanan 

pendidikan melalui pendekatan kondisional (fasilitas dan layanan 

khusus). Tenaga teknisi pendidikan ini dapat meliputi: 

1) Pustakawan pendidikan 

2) Petugas pusat sumber belajar 

3) Laboran-pendidik 

  Tenaga kependidikan merupakan hasil analisis jabatan yang 

dibutuhkan oleh suatu sekolah atau satuan organisasi yang lebih luas. 

Sejalan dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 

dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka jenis-jenis 

tenaga kependidikan dapat bervariasi sesuai kebutuhan organisasi 

yang bersangkutan. 

g. Tugas Tenaga Kependidikan 

  Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga 

kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan.
88
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E. Konsep Dasar Pendidikan 

 Proses pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, pada dasarnya 

tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter seorang individu, melainkan 

hakekatnya adalah membangun masyarakat sebagai lingkungan hidupnya. 

Maka proses pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan 

lingkungan kehidupan yang dimiliki individu yang terlibat didalamnya, baik 

peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta semua orang atau pihak 

yang mengambil bagian dalam pendidikan.
89

 

 Berbicara pendidikan meliputi cakupan yang cukup luas, bahkan 

dalam mendefinisikan arti pendidikan juga bervariasi. Ada yang mengartikan 

pendidikan sebagai proses yang didalamnya seseorang mengembangkan 

kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk perilaku lainnya dilingkungan 

masyarakat.
90

 Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosial, di mana 

seseorang dihadapkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan yang terpilih 

dan terkontrol contoh paling nyata adalah sekolah sehingga yang 

bersangkutan mengalami perkembangan secara optimal. 

1. Dasar Pendidikan Nasional 

 Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi 

setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku 

dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan 

sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa 
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yang tidak ditemui di sekolah.
91

 Hal ini lebih penting dikedepankan 

sehingga menjadi masyarakat berpendidikan yang memiliki dasar 

pendidikan sehingga dapat mencapai cita-cita yang ideal. Dasar 

Pendidikan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 serta Perundang-undangan Pendidikan. 

2. Fungsi Pendidikan Nasional 

 Pendidikan nasional berfungsi untuk untuk mengembangkan 

kemampuam serta meingkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia 

Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
92

 

3. Tujuan Pendidikan Nasional 

 Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang sangat penting di 

dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai 

atau yang hendak di tuju oleh pendidikan. Begitu juga dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah 

tujuan yang hendak dicapainya.
93

 Hal ini dibuktikan dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang di alami bangsa Indonesia. Pendidikan 

Nsional yang ada di Negera Kesatuan Republik Inodenesia bertujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung-jawab.
94
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F. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
95

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  20   TAHUN 2003 

 

TENTANG 

 

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang  : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik   

Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;  

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 

undang-undang;  

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu 

serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, 

terarah, dan berkesinambungan;  

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu 

diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan 

amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;   

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
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Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

  

MEMUTUSKAN  : 

  

Menetapkan  :  Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.    

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman.  

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu.  

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan pendidikan.  

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan.  

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan.  
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9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan 

pendidikan suatu satuan pendidikan.  

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.  

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi.  

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat
 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.  

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut.  

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 

pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar 

melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.  

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk 

masyarakat.  

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 

Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah.  

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.  

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 

setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.  

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan 

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, 

masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.  

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai 

unsur masyarakat yang peduli pendidikan.  
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25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat 

yang peduli pendidikan.  

26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.  

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.  

29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau 

Pemerintah Kota.  

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan 

nasional.  

    

BAB II 

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

  

Pasal 3 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

  

BAB III 

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Pasal 4 

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 

sistem terbuka dan multimakna. 

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.  
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(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan.  

  

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,  

ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH 

 

Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban Warga Negara 

 

Pasal 5 

 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

 (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 

 (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat 

yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.  

 (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

 (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan 

sepanjang hayat.  

  

Pasal 6 

 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar. 

 (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 

penyelenggaraan pendidikan. 

  

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Orang Tua 

 

Pasal 7 

 (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 

 (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya. 
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Bagian Ketiga 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 

 

Pasal 8 

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan evaluasi program pendidikan. 

  

Pasal 9 

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

  

Bagian Keempat 

Hak dan Kewajiban Pemerintah  

dan Pemerintah Daerah 

 

Pasal 10 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, 

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

  

Pasal 11 

 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan 

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh 

sampai dengan lima belas tahun. 

  

BAB V 

PESERTA DIDIK 

 

Pasal 12 

 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : 

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama;  

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya;  

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya;  

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya;  

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang 

setara;  

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar 

masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 

ditetapkan.  
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 (2) Setiap peserta didik berkewajiban : 

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

proses dan keberhasilan pendidikan;   

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta 

didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

  

BAB VI 

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 13 

 (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

 (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan 

sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. 

   

Pasal 14 

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. 

  

Pasal 15 

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

vokasi, keagamaan, dan khusus. 

  

Pasal 16 

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

masyarakat.  

  

Bagian Kedua 

Pendidikan Dasar 

 

Pasal 17 

 (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah.  

 (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 
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 (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Ketiga 

Pendidikan Menengah 

 

Pasal 18 

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. 

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.  

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

  

Bagian Keempat 

Pendidikan Tinggi 

 

Pasal 19 

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. 

  

Pasal 20 

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, 

institut, atau universitas. 

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, 

dan/atau vokasi. 

(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Pasal 21 

 (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan 

berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan 

gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang 

diselenggarakannya. 

 (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan 

perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. 

 (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari 

perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, 

profesi, atau vokasi. 
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 (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi 

hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan 

tinggi yang bersangkutan. 

 (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan 

perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan 

pendidikan. 

 (6)  Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara 

pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah. 

 (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),  ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

    

Pasal 22 

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak 

memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap 

individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang 

luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, 

keagamaan, kebudayaan, atau seni. 

  

Pasal 23 

 (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau 

profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang 

bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. 

 

Pasal 24 

 (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar 

akademik serta otonomi keilmuan. 

 (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. 

 (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Pasal 25 

 (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan 

gelar akademik, profesi, atau vokasi. 
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 (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk 

memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan 

jiplakan dicabut gelarnya. 

 (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, 

profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Bagian Kelima 

Pendidikan Nonformal 

 

Pasal 26 

 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. 

 (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

 (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan  hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik.  

 (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis 

taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.  

 (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat   yang memerlukan 

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 

dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

 (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh 

lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan 

mengacu pada standar nasional pendidikan.  

 (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),   ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

  

Bagian Keenam 

Pendidikan Informal 

 

Pasal 27 

 (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 
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 (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan 

pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai 

dengan standar nasional pendidikan. 

 (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Ketujuh 

Pendidikan Anak Usia Dini 

 

Pasal 28 

 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan 

dasar. 

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan/atau informal. 

 (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman 

Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 

 (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk 

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

 (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

 (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

  

Bagian Kedelapan 

Pendidikan Kedinasan 

 

Pasal 29 

 (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggara-kan 

oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.  

 (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon 

pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-

departemen.         

 (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan 

nonformal. 

 (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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Bagian Kesembilan 

Pendidikan Keagamaan 

 

Pasal 30 

 (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok 

masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

 (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

 (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. 

 (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 

 (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

  

Bagian Kesepuluh 

Pendidikan Jarak Jauh 

 

Pasal 31  

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan.  

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada 

kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap 

muka atau reguler. 

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan 

cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem 

penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional 

pendidikan. 

 (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

  

Bagian Kesebelas 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 

 

Pasal 32 

 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan 

fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa.  

 (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di 

daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau 
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mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi 

ekonomi. 

 (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan 

layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) dan ayat (2) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

  

BAB VII 

BAHASA PENGANTAR 

 

Pasal 33 

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam 

pendidikan nasional. 

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal 

pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau 

keterampilan tertentu. 

 (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan 

pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta 

didik. 

  

BAB VIII 

WAJIB BELAJAR 

 

Pasal 34 

 (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program 

wajib belajar.   

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib 

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 

 (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh 

lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

 (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

  

BAB IX 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

 

Pasal 35 

 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara 

berencana dan berkala.  

 (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan 

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan 

pembiayaan.   

 (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan 

pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, 

penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. 
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 (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

  

BAB X 

KURIKULUM 

 

Pasal 36 

 (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional 

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

 (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan 

peserta didik. 

 (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : 

a. peningkatan iman dan takwa;  

b. peningkatan akhlak mulia;  

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;  

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;  

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;  

f. tuntutan dunia kerja;  

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;   

h. agama;  

i. dinamika perkembangan global; dan  

j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.  

 (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

  

Pasal 37 

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : 

a.   pendidikan agama; 

b.   pendidikan kewarganegaraan; 

c.   bahasa; 

d.   matematika; 

e.   ilmu pengetahuan alam; 

f.    ilmu pengetahuan sosial; 

g.   seni dan budaya;  

h.   pendidikan jasmani dan  olahraga;   

i.    keterampilan/kejuruan; dan 

j.    muatan lokal. 

 (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : 

a.  pendidikan agama; 

b.  pendidikan kewarganegaraan; dan 

c.  bahasa. 
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(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 38 

 (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

 (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau 

kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan 

Propinsi untuk pendidikan menengah.  

 (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang 

bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk 

setiap program studi. 

 (4)  Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk setiap program studi. 

  

BAB XI 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 39 

 (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan.  

 (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  

  

Pasal 40 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : 

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan 

memadai;  

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;  

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;  

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak  atas hasil 

kekayaan intelektual; dan  

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.  

 (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : 

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis;  

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; dan  
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c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

 

Pasal 41 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. 

(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga 

kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan 

kebutuhan satuan pendidikan formal. 

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan 

dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu. 

(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

  

Pasal 42 

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan 

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan 

oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. 

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Pasal 43 

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan 

berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan 

prestasi kerja dalam bidang pendidikan.     

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki 

program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Pasal 44 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan 

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan 

mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakannya. 

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan 

pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 
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BAB XII 

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 

 

Pasal 45 

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, 

dan kejiwaan peserta didik. 

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada 

semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

  

BAB XIII 

PENDANAAN PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab Pendanaan 

 

Pasal 46 

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan 

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah.  

  

Bagian Kedua 

Sumber Pendanaan Pendidikan 

 

Pasal 47 

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, 

kecukupan, dan keberlanjutan. 

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya 

yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

  

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Dana Pendidikan 

  

Pasal 48 

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik. 
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(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

  

Bagian Keempat 

Pengalokasian Dana Pendidikan 

 

Pasal 49 

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan 

pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan 

dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

  

BAB XIV 

PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 50 

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab 

Menteri. 

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan 

untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. 

(4)  Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan 

pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas 

penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat 

pendidikan dasar dan menengah.  

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam 

mengelola pendidikan di lembaganya. 
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(7) Ketentuan mengenai  pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Pasal 51 

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. 

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip 

otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. 

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan  sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

   

Pasal 52 

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

  

Bagian Kedua 

Badan Hukum Pendidikan 

 

Pasal 53 

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh 

Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi 

memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip 

nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan 

pendidikan. 

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang 

tersendiri. 

  

BAB XV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

DALAM PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

  

Pasal 54 

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, 

kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 

pendidikan. 
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(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna 

hasil pendidikan.    

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Bagian Kedua 

Pendidikan Berbasis Masyarakat 

 

Pasal 55 

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada 

pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, 

lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan 

melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan 

pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber 

dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau 

sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, 

subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah. 

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah.  

  

Bagian Ketiga 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 

 

Pasal 56 

 (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang 

meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan 

melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 

 (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, 

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak 

mempunyai hubungan hirarkis. 

 (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan 

dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, 

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

 (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam    ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB XVI 

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI 

 

Bagian Kesatu 

Evaluasi 

 

Pasal 57 

 (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara 

nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program 

pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, 

dan jenis pendidikan. 

  

 

Pasal 58 

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. 

 (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan 

dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan 

sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. 

  

Pasal 59 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, 

satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

 (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang 

mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. 

 (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Bagian Kedua 

Akreditasi 

 

Pasal 60 

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang 

dan jenis pendidikan. 

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh 

Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk 

akuntabilitas publik. 

 (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.             

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Bagian Ketiga 

Sertifikasi 

 

Pasal 61 

(1)  Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi 

belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian 

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 

 (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga 

pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan 

terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji 

kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi 

atau lembaga sertifikasi. 

 (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

  

BAB XVII 

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN 

 

Pasal 62 

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib 

memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

 (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan 

kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta 

manajemen dan proses pendidikan. 

 (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian 

satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 63 

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik 

Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini. 

   

BAB XVIII 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  

OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN 

 

Pasal 64 

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, 

dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas 

persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. 
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Pasal 65 

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya 

dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah 

wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta 

didik Warga Negara Indonesia. 

 (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia. 

 (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang 

diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

  

BAB XIX 

PENGAWASAN 

 

Pasal 66 

 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ 

madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada 

semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-

masing. 

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 

 (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

   

BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 67 

 (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan 

ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa 

hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 

21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling 

lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

 (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau 

profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
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 (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).    

  

Pasal 68 

(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, 

gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak 

memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 

 (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar 

akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan 

yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

 (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan 

bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar 

yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

  

Pasal 69 

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar 

akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau 

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan 

ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah).  

 

Pasal 70 

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar 

akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)  

terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 
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Pasal 71 

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

  

BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 72 

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang 

ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-

undang yang mengatur badan hukum pendidikan. 

  

Pasal 73 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua 

tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-

undang ini diundangkan belum memiliki izin.  

   

Pasal 74 

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem   Pendidikan   Nasional  

(Lembaran  Negara  Tahun  1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. 

 

BAB XXII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 75 

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan 

Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak 

berlakunya Undang-undang ini. 

  

Pasal 76 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 

48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran 

Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3390) dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 77 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

   

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal  8 Juli 2003 

 

PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

                     ttd. 

 

 MEGAWATI 

SOEKARNOPUTRI 
  

 

Diundangkan di Jakarta 

pada Tanggal 8 Juli 2003 

 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

                 ttd. 

 

     BAMBANG KESOWO 
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G. Penelitian Relevan 

1. Putri Amalia (2010) melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada SDIT Darul 

Muttaqien Parung Bogor”. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga dan 

kependidikan yang berjumlah 33 orang dan semuanya dijadikan sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara 

deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai rata-rata dari aspek penelitian strategi rekrutmen tenaga pendidik 

dan kependidikan pada SDIT Darul Muttaqien Parung Bogor sebesar 

73,265% dan berkategori cukup baik.
96

 

2. Arif Nur Fauzi (2011) melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Rekrutmen Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Kota Yogyakarta 

Tahun 2005-2009”. Metode penelitian yang digunakan adalah 

menggunakan metode wawancara/interview, observasi dan dokumentasi. 

Teknik  analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu pola 

pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit, untuk menarik generalisasi-generalisasi yang bersifat 

umum. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
96

Putri Amalia, Strategi Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada SDIT Darul 

Muttaqien, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN), 2010 (tidak diterbitkan) [Online] dapat dilihat 

di,http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2529/1/PUTRI%20AMALIAFITK.pd

f, [diakses 15 Januari 2017]. 
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Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dalam melakukan rekrutmen 

anggota menggunakan langkah-langkah yang diawali dengan meakukan 

pemetaan sosial. Dimana pengurus Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) 

melihat, membaca realita sosio kultur, budaya, dan kebutuhan 

masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan prioritas sasaran, 

dimana memilih calon-calon kader yang sesuai yaitu kader yang cerdas. 

Baru setelah itu merumuskan strategi dasar (grand strategy). Kemudian 

melakukan metodologi rekrutmen terhadap sasaran. Setelah semua 

selesai diakhiri dengan pembai’atan dan evaluasi kerja. Untuk 

mengetahui hasil rekrutmen yang dijalankan Gerakan Ahmadiyah 

Indonesia (GAI) berdampak efektif pada produktivitas dan kinerja 

organisasi.
97

 

3. Etika Pujianti (2017) melakukan penelitian dengan judul “strategi 

rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik di sdit al-mahdhuri pesisir barat. 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen dan 

seleksi tenaga pendidik dan kependidikaan di SDIT Al-Mahdhuri 

dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan 

sesuai dengan tahapan rekrutmen karena tahapan rekrutmen dan seleksi 

yang pertama adalah melakukan penentuan kebutuhan yang diperlukan 

untuk menjadi tenaga pendidik, kemudian mengonfirmasi adanya 

lowongan melalui mading atau media massa, kedua Seleksi administrasi 

                                                           
97

Arif Nur Fauzi, Strategi Rekrutmen Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Kota Yogyakarta 

Tahun 2005-2009, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2011(diterbitkan). 
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dilakukan oleh sekolah, seleksi administrasi ini meliputi seleksi berkas-

berkas lamaran yang dimasukan oleh calon tenaga pendidik dan 

kependidikan untuk menentukan apakah sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan, Pelaksanaan tes calon tenga pendidik di SDIT Al-Madhuri 

meliputi tes wawancara, tes mengajar. Namun demikian, kegitan 

rekrutmen dan seleksi ini tidak selalu dilakukan pada setiap tahun 

pelajaran, tetapi berdasarkan kebutuhan saja.
98
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